
1. Undang-ullC!ang Nomor 13 Tahun 1950tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten 
Dalam Ungkungen Propins Jawa Tengah 

a. bahwa daiam rangka meningkatkan 
pendapatan masyarakat, dasa, dan 
Pemerintah desa dapat membentu .. Sadan 
Usaha Milik Desa sesuai def"ga, kebutuhan 
dan potansf desa; 

b bahwa tujuan pembentuk.ln Sadan US,ilha Milik 
Desa untuk menggerakkan roda perexonoouan 
masyarakat datam pemng!<atan pendapatan 
serta mamberlkan kontribusi ternadap 
pendapatandesa; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan 
sebagaimana dimal<sud dalam huruf a. den 
huruf b, partu dlbentuk Peraturan Daerah 
Kabupaten Banyumas tentang Sadan Usaha 
MffikOesa: 

BUPATI BANYUMAS, 

OENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

llflenglngat 

PEDOMAN PEMBENTUK.AN BADAN USAHA MILIK DESA 

TENT.ANG 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS 

NOMOR 18 TAHUN 2006 

Manlmbang 

LEMBARAN DAERAH 
KABUPATEN BANYUMAS 

TAHUN 2006 NOMOR 10 SERI E 

PEDOMAN PEMBENTUKAN BAOAN USA HA MILD< OESA 

TEN TANG 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS 
NOMOR 18 TAHUN 2006 

LEMBARAN OAERAH 
KABUPATEN BANYUMAS 

TAHUN 2006 NOMOR 10 SERI E 
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Dalam Perattm1n Oaerah ini yang dimaksuddengan · 
1. Daerah ada ah Kabupaten Banyumas. 
2 Pcmcrintah Deereh adaieh Bupet dan Perangkat Daerah 

sebagai unsurpenyelenggara pemenntahan daerah. 
3 BupalJ adaiah Bupati Banyumas. 
4 Ket:amat.:in .:idalah \~layah kerja Camat sebagai Perangkat 

Daerah Kabupaten. 
S Carnal ada'ah ph1pinan perengkat daera'"I xecematen yang 

wilayah ke~anya mellputi desa-desa yang bersangkutan 
6 Oesa adalah kesatuan masyara<at huk11m yang rm>mllikl batas 

bat.as wbyah yang berwenang untul( mengatur dan mengu·us 
kcocntingen masyarekat setefl1)et, berdasarken asal usul den 
adat istiadat setempat yang clasu dan dihormat1 dalam s stem 
Pemerrntahan Negara Kesatuan RP.publlk lrconesla 

1 Perierintahan Oesa aoalah penyelenggaraan urusan 
pemerintohan etch Pomcn'ltoh Deso don Baden 
Permusyawaretan Desa daleim mengatur dan mengurus 
keoentirgan riastarakat setemcat berdasarkar dsal·usul dan 
adal istiadal setempat yang claeu dan dihormali ml:lm c;stem 
Pemerlntahan Negara Kesatuan Republlk lrdones1a. 

BABI 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Meneiapkan PERATURAN DAERAH KABUPATEN BAN YUMAS 
TEN TANG SADAN USAHAMILIK DESA 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 
KABUPATEN BANYUMAS 

dan 
BUPATI BANYUMAS 

MEMUTUSKAN : 

Dongan PersetuJu•n Bersama 
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2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tenlang 
Pemoentulcan Peraturan Perundang-undangan 
(lembaran Negara Republi< Indonesia Tahun 
2004 Nomor 53, Tambahan lembaran Negara 
Repabllk Indonesia Nomor4389): 

3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerlntahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4437), sebagairnana tetah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang 
undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan 
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38. 
Tambahan Lembaran Negara R.epubllk Indonesia 
Nomor 4493) yang telah ditetapkan menjadi 
Undang·undang dengan Undang·undang Nomor 
8 'ranun 2005 (Lembaran Negara Republlk 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4548): 

4. Peraturan Pemerintah Republ1k Indonesia Nomor 
72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, 
Tambahan Lembaran Negara Repub&k Indonesia 
Nomor 4587); 

5. Peraluran Pemerlntah Repubi k Indonesia Nomor 
79 Tahun 2005 tentang Pemoinaan dan 
Pengawasan Penyelenggaraan Pemcrintahan 
Oaerah (Lembaran Nega,a Reput:>lik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran 
Negara Republlk Indonesia Nomor 4593) 



Pasal 8 

(1) Keper19urusan BUM Desa terdiri Penasehat dan pelaksarni 
operas,onal. 

Bagian Kedua 
Kepengurusan 

Pant 5 

(1) Anggsran daser sebagaimana dimaksud cada Pasal 4 ayat (3) 
memuat peling sed1kit rincian nama. tempat kedudukan 
msksud den tu1uan. kecemil ken modal. kegiatan usaha dan 
kepengurusan. 

(2) Anggaran rumah ten11ga seba~almana dimaksud pada Pasal 4 
eyat (3) memuat paling sedikit hak da'l k~iban pengurus 
masa bhakli pengurus. penetapan operasio,al [enis usaha dan 
sumberpermodalan. 

Baglan Per11ma 
Organlsael 

Panl4 

(1) Organisasi BUM Oesa tc,pisah dari struk1ur organisasi 
Pemerintahan Desa. 

(2) Or11.anisasi BUM Desa adalah milik Pemerintah Dess bukan 
mihk kelompok atau perorangan. 

(3) BUM Desa memiliki anggaran daser den snggaran rumah 
tangga. 

BAB HI 
PENGB.OLAAN 

Paull 

Sadan Hukum BUM Oesa sebagaimana dlmaksud pada Pasal 2 
berbentuk Perusahaan Desa_ 

Baglan Kedua 
Bend Sadan Hukum 
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( 1) Pemerlnt11h Oesa dapat membentuk I mendlrlkan BUM Desa. 
(2) BUM Desa sebagalmana dlmaksud dalam ayat (1) d1tetapkan 

dengan peraturan desa dengan berpedoman peraturan 
perundang-undanganyang berlaku 

{3) BUM Dess scbegaimsna dlmeksud dslem ayet(1)diberineme 
eesuei dengan kegislan yang dil<elola oleh desa den etau bidang 
usaha yang dllakukan 

(4) BUM Desa yangdibenlu\ oleh 2 (dua) desaatau lebih diletapkan 
dengan peraturan bersama antardesa 

(5) Pembentuk,m RUM Desa sebaoalmana dlma~sud dalam 
ay;;11 (1) berklldudukan d• desa. 

Pasal 2 

Baglan P11rtama 
Pembentukan 

BAB II 
BADAN USAHA MILIK DESA 

8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa 
sebagal unsur penyelenggara pemerintahan desa. 

9. Badan Useha Milik Desa yang selanjutnya disebul BUM Desa 
adalah usaha desa yang dikelola oleh Pemetinlah Desa dan 
masyarakat yang kepemilikan modal dan penggelolaanya 
dilakukan oleh pemerinlah desa dan masyarakat 

10 Usaha desa aclalah Janis usaha yang mellputl pelayanan 
ekonoml desa sepertl usaha jasa, penyaluran sembuan bahan 
pokok, perdagangan hasll pertaman serta ,ndustn dan kerajinan 
ral<yat. 

11. Perusahaan desa sefanjutnyo disebut Perusdes adalah badan 
usaha yang berbedan hukum khusus berbeda dengan badan 
hukum lalnnya. 

12. Permodalan BUM Desa berasal dari Pemerintah desa dan 
masvarakat. 

13. Wlayah Ka1a BUM Desa adalah desa, amar desa dalam 
kecamatan, desadalam kabupaten dan desa dalam pro1110s1. 

14. Penasehat adalah Komisaris. 
16. Pcleksana Opcrasional adalah Direksi. 
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(1) Penaseh11t me'11punyal tugas melakukan pengawasan d:an 
meml>eril<an nasehat kepada pelal<sana operasional datam 
monjalankan keg1atan pengelo•aan perusah:in desa 

Paul 10 

Baglan Kellma 
Tuga.a dan Kewenangan 

Masa Jabatan Peleksana Operasional BUM Desa paling lama 5 
(lima) tahun da11 dapat diangka1 kembali hanya untuk satu kali masa 
jabatan. 

Bagian Keempat 
Masa Jabatan Pengurus Pelaksana Operasional 

Pasat9 

(1) Pengurus PelaksanaOperasionaldiangkatoleh Kepala Desa. 
(2) PPngangicRl-:in Pengurus peiaksana Operaslonal BUM Desa 

sebagalamana dimaksud dalam ayal (1) d1lakukan setelah 
memenuhisyarat syarat: 
a warga negara Indonesia; 
b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; 
e bertempat tinggal di desa yang bersangkutan , 
d memlllkl kredlhllltas dan lntegrltas moral yang balk; 
e, mernilkl lntogritas. loyalltas don dcdlkasi t1nggi terhadap 

BUMDesa; 
memllllcl l<eahllan, pengalaman. kemampuan calam 
bidangnyadan memahami manajemen Perusahaan, 

g tidak pernah ter1Jbat dalam suatu keg1atan perueahaan 
manapun yang dlnyetakan pallll, 

h. sehat Jasmani dan rohani sart.a berumur sekurang-kurangnyo 
25 (duo puluh lime) tahun den makslmol 58(1imo puluh enam) 
tahun: 

Pasal8 

( 1) Pengurus Pelal<sana Operasional BUM Oesa berhentJ : 
a. memnggaldunia; 
b. permintaan sendiri: 
c. diberhentikan. 

(2) Pengurus petakssna operasional BUM Desa dfberhentlkari 
sebagalmana cfmaksud dalam ayat (1) h1.1ruf e, karena: 
a. tidal< dapat me1aksanakan tugas selama 6 (enam) bulari 

berturut turut; 
b. melakukan tindakan yangmen,g1kan Perusahean Desa: 
c. dipidana penjara karena dipersalahkan rnelakukan 

perbuatan pidana dan atau pertluatan yang berkaitan dengan 
pelaksanaan tugasnya ; 

d. hab1smasa1abatan. 

Bagian Ketlga 
Mekanlsme Pengangkatan Pelaksana Operaslonal 

(2) Penesehat sebegaimana dimeksud dalam ayat (1) ecaleh 
Kepala Desi, atau seorang Perangkat desa yang dilunjuk 
mewakili Pemennt!!h Desa 

(3) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 
adalah Maeyarakat desa setelah ditetapkan berdaserkan hasil 
musyawerah. 

(4) Pelak:sana Operasional sebagaimana dlmaksud dalam ayat ( 1) 
sedlkltnya mellputl: 
a. dlrektur; 
b. dlreksl; 
c. sekre1ans; 
d. bendahara. 

,. berpend1dikan serendah-rendahnya Sekolah Lanjutan 
Tingkal Atas untuk 01Taktur dan SL TP atau yang sederaJat 
untuk jabalan dibawahnya. 

j. syarat-syarat lei n yang ditentuken dalam Anggaran Daser. 

Pasal 7 



Modal BUM Desa selain sebag:i mana dirnaksud dalam Pasal 12 
dapat berasal darl Program atau proyek pemerlntah dan pemerlntah 
d:iorah yang duiarahlcan metau Pemenntah Oesa 

Pasal 13 

(2) Modal BUM Oesa berasatdart · 
a. pemerintah desa; 
b. tabungan masyaralcat: 
c. bantuan pemenntah, pernerintah provinsi dan pemenntah 

kabupaten; 
d piiiaman dan atau penyertaan modal plhalc lain atau 

kerjasama bag, hasil 
(3) Modal yang berasal dari Pemerintah Oesa sebaga,mana 

dimaksud dalam ayat (2) hun.if a, merupakan kekayaan desa 
yang dipisahkan 

(4) Wodal dari Pemerintah Desa dari kekayaan cese yang 
dlpisankan sebagaimana dimaksud datan ayat (3) t,arus 
mendapat persetuJuanBPD. 

(5) 1/odal yang berasal dari Tabungan masyarakat sebaga mana 
d1mak.,;u;J dalarn ayat (2) huruf b, merupak,m simpaoan 
masyarakat 

(6) t..'odal yar,g berasal clan bantuan Pemerin:ah, Pemenntah 
Prov,nsi dan Pemerintah Kabupaten sebagaimana d1maksud 
da'am ayat (2) huruf c dapat berupa dara 1ugas pembantuan 
dan harus melalu, Pemerootah desa dan tercatat dalam APB 
Dese. 

(7) Modal yang berasal darl Plnjaman setiagalmana d1maksud 
daiam ayat (2) huruf d, dapat d1peroleh clan lembaga 
kcuangan, scpanjang dib1.1-tuhkan dalam l(cedaen mcndcsak 
dan setetah disepakati oleh seturuh komponen orgarisasi 
BUMDesa. 

(8) Mod:il yang berasal dari penyerta:in modal p1hak lain atau 
kerjasama ba91 has1I sebagaimana dimaksud dalam ayal (2) 
huruf d oapat diperoleh dari pi hale swasta atau masyarakat. 

II 

(1) Permodalan BUM Desa bersumber dari dalam dese. den blla 
dr1lam kondisi ler1enlu atau mendesak dapat digunakan 
somber yang berasal dart luar desa 

Pasal 12 

Baglan Kodua 
Parmodalan 

t 11 BUM desa sebagarnaoa dimaksud pad a Pasal 2, memiliki Jenis 
usaha yang mclipuli usoha Joso, penyoluran sembilan bahon 
pokok perdagangan hasil pertanian serte lndustrl kecil den 
rurnah l,mgga 

(2) Jenls usaha &ebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat 
dlkernbangken seeual derigan kebutuhan dan potens, desa. 

Pasal 11 

Baglan Pertama 
Jenla Usaha 

BABIV 
JENIS USAHA, PERMODALAN DAN BAGI HASIL USAHA 

(2) Dalam melaksanakan fungsinya penasehat berwenang 
rnemlnta penieiasan tenlaog pengelolaan usaha desa. 

(3) Pelaksana operaslonal mempunyal tugas menata, 
melaksanakan dan mengembangkan usaha-usaha ekonoml 
yang menguntungkan Perusahan Desa dcngan tetap borpihak 
kepada kepeotingan masyarakat. 

(4) Pelaksana cperastonal benanggung Jawab kepada Pemerln1ah 
Desa dan masyarakat atas penge!otaan perusahaan desa 
untuk kepentingan den tujuan pembangunan masyarakat desa 
serta rnewakili perusahaan desa di dalam clan diluar pengadilan. 
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(1) Perusahaan Desa menyampa,kan Laooran berkata K.epada 
Pemerlntah desa 

(2) Laporan borkolo sebagoimano d1m.i<sud oyat (1) disampo kan 
setlap setnesler. 

(3) Laporan berlcala sebagaimana dlmaksud ayat (1) sekurang 
kurangny; memUQt perkembangan usaha dEl6a, 1umlah 
pcnerimaan, Jumlah penge uaran yang dioksanakon solomo 
semester. 

Pasal18 

Bagian Kodua 
Pelapo,..n 

BUM desa dikelota oleh Pemenntah Oesa clan Masyarakat untuk 
kegiallln usaha produktif yang dilakukan secara transparan 
akuntabol, partisipasi, berkolanjutan dan ekseptabel. 

Paaaf 17 

Bagian Peruma 
Ptn9elolaat1 

BABVI 
PENGELOLAAN, PElAPORAN DAN 
PERTANGGUNGJAWABAN BUM OESJ\ 

(1) Kerjasama antar BUM Desa at.au dengan p1hak ketlg:a 
sebagalmana dimaksud pada Pasal 1 S cfitetapkan dalam naskah 
kerjasama. 

(2) Naskah kerjasama sebagaimana dtmaksucl dalam ayal (1) 
disampalkan l<epada Camat paling lama 14 (empat betas) han 
seJakdrtetapkan. 

Paul 16 

tO 

' I 
(1) Korjasamo BUM Dcsa mong,,nut prinsip prinsip korjosama 

kemltraan yang mengutamakan kepeniingan anggota dan 
mosyorakotdon mondorong dongon komampuon scndirt, 

(2) BUM Oesa dapat melakukan ke~asama dengan BUM Desa 
lainnya atau dengan pihak ketige. 

(3) Kerjasama antar BUM Desa atau dengan phak ket,ga 
sebagalmana dimaksud dalam ayat (2) harus mendapal 
persetujuan 1-'emerlntlhan Oesa 

Paul1!5 

Bagtan Peruma 
Ruang Lingkup Kerjasama 

BAB V 
KERJASAMA 

l 
I 

( 1) Bagi hasil usana eesa d1lakul<an berdasarkan keuntungan yang 
diperoleh dan hasil usaha yang ketentuannya akan d1atur dalam 
Peraturan Desa. 

(2) Peraturan desa sebagaimana dimaksud dalam ayal (1) 
mengatur pembagian hasil usaha 6ekurang-kurangnya 
memuat. 
a. besamya bagi hasil ; 
b. penambahan modal us aha; 
c. penambahan kas desa . 

Pasal14 

Bagian Ketiga 
Bagi hasil Ueaha 
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Seluruh modal yang berasal dari bantuan Pemerintah Pemerlntah 
Provins! dan Pemerintah Kabupalen serta yang berasal darl Proye\ 
bantuan yang oitenma 5ebelum berla~unya peratu,an in harus 
diterbitkan den dicatat oleh Pemenntah Desa yang selanJUtn)'a 
menJadi kekayaan oese. 

Pasal23 

(I) Perusahaan Oesa dapat dlbubarlcan karena: 
a terus mcncrus merugi soleme3 (t1ge) tahun berturut-turut: 
b. ketentuan PerRluran Perundang-undangan. 

(2) Pernbubaran Perusahaan Dose sebegelmana d mllksud pada 
ayat ( 1) dltetapkan dengan peraturan desa dengan berpedoman 
pada peraturan perundang-undangan yang berlaku 

(3) Semua kekayaan perusahaan deso yong dibuborl<an dibagl 
monurut nilai nominal seham. 

(4) Kekayl'lan Desa hasil pambubaran Perusahaan dasa 
sebagalmana dlmal<sud pada ayat (3) d11,e1or 13ng&ung ke Kos 
Oesa. 

(1 l Pengawasan lerhadap pel'Y,;lelolaan perusahaan desa dllakukan 
Baoan Pengawas. 

(2) BRdan Pengawas sebagaimana d1maksud dalam ayat (1) terd n 
Clari unsur BPO, Unsur Perrenntah Desa dan lembaga 
kemasyarakatan desa 

(3) Pemoentukon Sadan Pongawas sebaga,mena dimaksud pada 
ayat ( 1) ditetapkan dcrgan Keputusen Kepala Dess 

BABIX 
KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal20 

BAB VII 
PEMBUBARAN BUM DESA 

Pata! 22 

Baglan Kedua 
Pengawasan 

(1) Bupatl rnetakukan pembinaan, monitonng dan evaluas, serta 
pel;itJhan tel<nls manajemen perusahan de$a. 

(2) Bupatl dapat melimpahkan kepada Perangkal Daerah d1 
bawahnya untuk melakukan teknis pembinaan. monitoring dan 
011aluas1 ser1a pengelolaan perusahaan des a di wi'ayahnya 

(1) Laporan pertangungjawaban BUM Oesa dlsarnpaikan oteh 
Direktur kepada Pemer1ntah Desa dan BPD dalam Forum 
Musyawarah Oesa dan disaksikan oleh Camat sebagai Wok~ 
Pemerintah Kabupaten 

(2) Laporan pertanggurgjawaban sebagaimana dlmaksud pada 
ayat ('I )sekurang-kurangnya memuar: 
a ncraca rugl leba Perusahaan Oesa: 
b perkembangan aset Perusahaan Oesa . 

Pasal 19 
Pasal 21 

Bagian Pertama 
Pemblnaan Bagian Ketlga 

Pertanggung Jawaban 

BAB VIII 
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 

(4) Kepala Oesa menyampaikan laporan perkembangan 
pelaksanaan BUM Desa kepada Bupatl melalui Carnal setlap 
tahun. 
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ARIS SETIONO 

ttd. 

BUPATI BANYUMAS, 

Dilelapkan Di Purwakerto 
Pad3 tanggal 29 Des 2006 

Agar setlep orang mengctahuinya, mcmerintahkan 
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya 
dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas 

Peraturan ini mulaiberlaku pada tanggal ditetapkan. 

Pasal26 

BABX 
KETENTUAN PENUTUP 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUIJIAS NOMOR 10 
SERIE 

SINQGIH WJRANTQ SH. M.Hum, 
NIP. 500 086 384 (1) Peraturan desa lentang pembentukan dan pengelolaan BUM 

Desa berpedoman pad a peraturan ini. 
(2) Peraturan Desa sebagallT'lana dlmaksud pada ayat (1) 

dltotapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak peraturan 1ni 
ditetapkan 

ltd 
Pasal25 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS 
Kegiatan usaha yang drkelola oleh Pemerintah Desa sebelum 
berlakunya Peraturan Daerah ini dapat drtetapkan sebagai BUM 
Desa sepanjang sesuai dengan Peraturan Daerah ini. 

Diundanglcan di Purwokerto 
Pad a tanggal 29 Des 20-06 

Panl24 
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Cukup Jelas. 
yang dimaksud berbadan nukum adalah dapa1 
berupa lembaga bisnls yaitu unit usaha yang 
kepernmkan sahamnya berasal dari Pernerintah 
Dess den masyerakat sepertl usaha n·kro l(e:;Jf 
dan menenga\J desa, lembaga mikro perdesaan 
Usaha El<onom1 Cesa Srnpan Pinjam, Sadan 
Kredit Desa, Lembaga Simpen Pinjam bertasis 
rnasyarakat, Lembaga Perkreditan Desa dan 
sebagainya. 
Cukup jelas. 
Cukup Jelas. 
Cukup Jelas. 
Ayat 1 CukupJelas. 
Ayat 2 . yang d maksud perat1(Jkat desa dlslnl 

adalah perangkat desa yang ditunjuk 
oleh Kepala Desa dengan Keputusan 
Kepala Oes;i dRn mewaklll unsur 
Pamenntah desa datam Kapengun,san 
BUMDesa 

Ayal 3 . Cukup Jelas 
Ayat4 : CukupJelas. 
Cukup Jelas. 
Cukup Jelas. 
Cukup Jelas. 
CukupJelas. 
Ayal 1 . Yang dlma<i;ud • .11>.nls usana Desa • 

adaiah usaha meliputi pelayanon 
ekonomi seperti: 
a. usaha Jasa yang me'iPutl Jasa 

keuangan, tasa angkutan darat dan 
o«, li:itrik dose, usehe lain yang 
selents. 
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Pasal6 
Pasa16 
Pasol7 
Pasaj B 
Pasat 9 
Pasal 10: 
Pasal 11 

Pasal3 
Pasa14 
Pasal5 
PosalS 
Pasal6 

PEDOMAN PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DESA 

I. PENJELASAN UMUM 
Oalam Pasal 78 dan Posa I 81 Peraturan Pemerintah Nomor 72 
Tahun 2005 tentang desa, ditegaskan bahwa dalam upaya 
peningkatan pendapatan desa Pemenntah Desa dapat 
mendirikan Badon Usaha Mllik Oesa yang pembentukanya 
eeauaidengan kebutuhan dan potensi yang dlmiliki o!eh desa 
Sadan Usaha M1l1k Dssa rnerupakan saloh satu kogiatan 
ekonomi da'ern usaha peningkatan perekonomian nasional 
dan mernpunyai peranan pentlng dalarn mewujudkan 
kesejahteraan masyarakat, desa dan Pemenntah Desa. 
Dalarn perkembani;,annya pengaturan mengenal Sadan ussna 
Mlllk Desa harus diatur tersendm melalu1 peraturan dasa Untuk 
ilu dalam upayo pcningkatan dan pemanraatan Sedan usaha 
Mllik Oesa secara oplimal maka tlibutuhlom kreatlfttas dan 
lnovasi dari pemarlntah desa dan masyarakat dalam 
mengombangkan lombagaokonomidesa tersebul 
Sehubungan hal tersebut unruk leblh mengoperasionalkan 
Peraturon Pemorintoh Nomor 72 Tohun 2005 tentang Dese 
khueusnya menyangkut pengelolaan dan pelaksanaan Sadan 
UsahR Mlllk Desa maka yang harus dllaksanakan oleh daerah 
adalah menetapkan Peraturan Deerah tentong Badon Usaha 
MihkDesa (BUM Oe&a ). 

TENTANG 

NOMOR 18 TAHUN 2006 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS 

Pasal1 
Pasel2 : 

ATAS 

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL PENJEl.ASAN 



19 

e. Aksepiabel yaitu keputc1san-keputusan 
dalam pengelolaan kegiatan narus 
berdasarkan kesepakatan anter pelaku 
dalam warga masyarakat desa sehingga 
memperoiendan semuap1ha~ 
CukupJelas.. 
CukupJelas 
CukupJelas 
CukupJelas 
CukupJelas 
CukupJetas 
CukupJelas 
CukupJelas. 
CukupJelas 
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Pasal 18 
Pasal 19 
Pasal 20 
Pasal 21 
Pasal 22 
Pasal 23 
Pasal 24 
Pasal 25 
Pasat 26 

b penyalurau sembilan bahan pokok 
ekonoml desa: 

c. perdagangan hasu pertenien 
meliputi tanaman padi perl!ebunan. 
peternakan, perkman an dan 
agrobisnis; 

d. lndustri keen dan runah tangga 
soperti kerajinan rakyal 

Ayat2 · CukupJelas. 
Cukup Jelas. 
Cukup Jetas. 
Cukup Jelas. 
Cukup Jelas. 
Cukup Jelas. 
yang dimaksud dengan: 
a Transparan yaitu pengelolaan keglatan 

BUM Des a harusd1lakukan secara terbuka 
:,ehingge depatdiketahu1, dilku1i, dlpentsu, 
clawas: dan dievaluasi oleh warga 
masyarakat desasecara luas. 

b Akuntabel yaltu pengelolaan kegiatan 
badan usaha millk desa harus Menglkutl 
kaidah dan paraturan yang berlaku 
:sehingga dapat dipertanggung jawabkan 
kepada warga masyarakatdesa 

c Part1sipas1 yaitu masyarakat dan anggote 
w::iroa m::isyarnkal nasa lerlihat secar a 
aktlf dalam proses perencanaan, 
pelaksanaen pe'lgawesan den 
palestari,m kegh1tan 

d Berkelanju1an ya,tu pcngclo'ean kcg,eton 
harus membenkan hasll dan IT'anfaat 
kepada waroa masyaraka: sec:ara 
berkelanjuton. 

Pasal 11 
Pasel 12 
Pasat 13 
Pasal 14 
Pasal 15 
Pasal 16 
P.r-...al 17 


